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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya, sehinga 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk perlindungan hukum bagi kesehatan masyarakat dari bahaya 

rokok elektrik berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 

2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu dengan adanya wadah 

melalui akun instagram Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kabupaten 

Sleman, masyarakat yang melihat, dan mengalami kerugian atas 

perokok elektrik di KTR, dapat mengadukan di akun instagram 

tersebut, yang kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 

bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Sleman agar menegur serta 

menindak secara tegas para perokok elektrik (vape) yang merokok di 

KTR, dengan berpedoman pada pengertian Pasal 1 Peraturan Bupati 

Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan 

menafsirkan frasa “bentuk lainnya” dalam Pasal 1 sebagai rokok 

elektrik. Kemudian, Satpol PP diberikan Standar Opersional Prosedur 

agar memberikan sanksi kepada para perokok elektrik di KTR.  

2. Kendala dalam perlindungan Kesehatan Masyarakat dari Bahaya 

Rokok Elektrik di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati 

Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu 

terdiri dari kendala internal maupun eksternal. Kendala internal yaitu 
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para penegak hukum selaku Satpol PP Kabupaten Sleman masih 

kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas, dan belum ada 

regulasi secara jelas mengenai akomodir rokok elektrik di dalam 

peraturan Peraturan Bupati Sleman No. 42 Tahun 2012 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok. Kendala eksternal yaitu masyarakat masih 

belum sadar atas hukum mengenai merokok di kawasan tanpa rokok.  
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B. Saran 

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sebagai salah satu instansi 

Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan perlu memberikan kajian ulang 

mengenai Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok, yang nantinya kajian tersebut diusulkan ke 

Bupati Kabupaten Sleman agar menyusun peraturan tidak hanya dalam 

produk hukum peraturan bupati, melainkan produk hukum peraturan 

daerah agar ada tindakan berupa sanksi tegas berupa sanksi pidana serta 

mengakomodir pengertian rokok elektrik sebagai rokok yang dilarang 

digunakan di KTR. 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman perlu secara optimal memberikan 

Pendidikan, penyuluhan dan/atau sosialisasi hukum kepada masyarakat 

Kabupaten Sleman terkait larangan dan sanksi terhadap pelanggar KTR 

baik perokok yang menggunakan bentuk rokok konvensional maupun 

yang rokok elektrik.  
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